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BAB 1
	PENDAHULUAN	


1.1	Latar Belakang
Dalam Studi Pertahanan, terdapat berbagai strategi yang digunakan untuk menghadapi ancaman. Salah satu strategi yang digunakan adalah Diplomasi Pertahanan. Strategi tersebut berada pada lapis terdepan untuk menangkal ancaman. Diplomasi Pertahanan dimaksudkan untuk meniadakan ancaman sebelum ancaman tersebut terjadi. Diplomasi Pertahanan berbeda dengan Diplomasi Militer. Diplomasi Pertahanan memiliki cakupan lebih luas karena mencakup ancaman militer dan non-militer.
Istilah Diplomasi Pertahanan pertama kali diperkenalkan oleh Inggris sebagaimana termuat dalam Strategic Defense Review (SDR) yang diterbitkan pada tahun 1998. Diplomasi Pertahanan merupakan misi baru dalam pertahanan. Meskipun dalam prakteknya, baik Inggris maupun negara lain dapat disebut telah melaksanakan Diplomasi Pertahanan akan tetapi misi baru tersebut menjadi istilah yang baru dalam pertahanan. Karena Pertahanan dan Diplomasi sendiri memiliki makna yang bertentangan sehingga penggabungan kedua kata tersebut dianggap tidak tepat (Supriyatno, 2014).
Berdasarkan SDR Inggris, Diplomasi Pertahanan sebagai suatu strategi yang baru, memiliki dua tujuan. Pertama, strategi Diplomasi Pertahanan dimaksudkan untuk membuat traktat atau perjanjian internasional yang mengikat bagi negara-negara di Eropa. Traktat tersebut berfungsi untuk mengendalikan serta membatasi penyebaran senjata-senjata baik itu senjata konvensional maupun senjata pemusnah massal (nuklir, biologis, dan kimia). Kedua, strategi Diplomasi Pertahanan dimaksudkan untuk mempengaruhi negara-negara bekas pecahan Uni Soviet melalui bantuan dalam bidang militer agar kebijakan pertahanan negara-negara tersebut tidak menjadi ancaman bagi Inggris (Supriyatno, 2014).
	Setelah Inggris memperkenalkan Diplomasi Pertahanan sebagai satu misi baru dalam pertahanan, banyak negara di dunia yang mengikuti jejak Inggris, termasuk Indonesia. Diplomasi Pertahanan dapat ditemui dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008. Buku putih tersebut, yang merupakan pedoman kebijakan pertahanan negara Indonesia, menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara Indonesia terdiri dari tiga fungsi. Adapun ketiga fungsi yang dimaksud, yaitu fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Ketiga fungsi tersebut masih tetap sama dalam Buku Doktrin Pertahanan Indonesia Tahun 2014. Diplomasi Pertahanan berada dalam fungsi penangkalan dimana fungsi tersebut bertumpu pada instrumen politik. Salah satu bentuk dari instrumen politik yang dapat digunakan untuk menangkal ancaman adalah diplomasi.
	Diplomasi sebagai bagian dari fungsi penangkalan dalam sistem pertahanan negara Indonesia, berlaku untuk semua ancaman pertahanan (militer dan non-militer). Berbeda dengan Inggris, buku putih Indonesia tidak menjelaskan dengan jelas tujuan penggunaan diplomasi dalam pertahanan baik itu dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008 maupun Doktrin Pertahanan Indonesia tahun 2014. Penggunaan diplomasi hanya dijelaskan sebagai strategi untuk meniadakan ancaman yang merupakan bagian dari fungsi penangkalan. Implementasinya dapat dilakukan oleh semua elemen, baik militer maupun sipil.
	Salah satu ancaman nyata bagi negara Indonesia adalah terorisme. Terorisme merupakan ancaman non-militer yang dapat merusak kondisi damai di Indonesia, terutama karena terorisme pada saat sekarang sering dikaitkan dengan agama tertentu. Indonesia sebagai negara yang majemuk sangat rentan dengan isu yang berkaitan dengan agama. Dengan demikian, sudah seharusnya isu terorisme menjadi perhatian penting semua elemen bangsa. Pembuatan strategi untuk menghadapi terorisme merupakan bukti bahwa ancaman non-militer tersebut dianggap penting atau menjadi prioritas.
	Adapun strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman terorisme adalah dengan penggunaan diplomasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena penggunaan diplomasi dalam pertahanan merupakan bagian dari fungsi penangkalan maka strategi Diplomasi Pertahanan digunakan lebih kepada pencegahan suatu ancaman sebelum ancaman tersebut terjadi. Ahli Pencegahan Terorisme Amerika Serikat, Daniel Bayman (2006), mengatakan bahwa mengajak negara sahabat (allies) merupakan pendekatan yang lebih efektif dalam melawan terorisme.
	Salah satu bentuk Diplomasi Pertahanan dalam pencegahan terorisme misalnya, dapat dilakukan dengan membangun kerja sama pendidikan agama Islam dengan Arab Saudi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai ajaran Islam yang tidak radikal. Karena Arab Saudi dikenal bukan sebagai negara penghasil teroris dan juga berhubungan baik dengan negara-negara lain. Tentunya kerja sama tersebut tepat untuk dilaksanakan pada kondisi Indonesia saat ini. Kebebasan berpendapat setelah pasca Reformasi serta didukung oleh perkembangan teknologi informasi, menjadikan masyarakat Indonesia dengan mudah menerima informasi dari luar dan menyebarkannya di Indonesia, termasuk pemahaman agama Islam yang tidak sesuai. Kepala BNPT, Saud Usman, juga menyebutkan hal yang sama. Dia menyebutkan bahwa pencegahan terorisme harus dilakukan dengan menangkal paham tersebut menyebar (BNPT Promotes Talks..., 2015). Murti (2011, p. 123-124) mengemukakan hal yang sama dalam tesisnya:
”Keberadaan Densus 88 Anti Teror dan dukungan pemerintahan dalam penerapan kebijakan, tidak akan cukup jika terorisme tidak diberantas hingga ke akar-akarnya. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa berbagai perbaikan dan peningkatan kinerja telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas terorisme. Namun pada prakteknya, pelaku teror masih tetap ada dan masih tetap mengusahakan rencana teror selanjutnya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan penerapan strategi budaya. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang tepat atas pengajaran agama, yang bisa dilakukan di sekolah-sekolah atau juga di pesantren-pesantren. Meskipun sesungguhnya tidak ada kaitan antara perilaku terorisme dengan agama tertentu, namun pendidikan agama yang benar dari tingkat yang paling rendah yakni keluarga, dapat meminimalisir pengaruh negatif dari penyalahgunaan penafsiran ayat kitab suci untuk melegalkan aksi teror.”

	Berdasarkan hal tersebut di atas, maka strategi penanggulangan terorisme dengan soft-power melalui kerja sama internasional lebih baik daripada penindakan aksi terorisme itu sendiri (hard-power approach). Untuk mewujudkan strategi tersebut, tentu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam merumuskan kerja sama internasional yang tepat sasaran serta menguntungkan bagi semua pihak. Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya sendiri yang harus dipenuhi ketika melakukan kerja sama dengan negara lain. Hal tersebut akan membawa negara yang akan melakukan kerja sama berada pada perundingan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi hal tersebut harus memiliki pengetahuan mengenai diplomasi serta keahlian dalam bernegosiasi. Salah satu hambatan dalam pertahanan terutama terkait dengan diplomasi, yaitu sumber daya manusia yang belum memadai (Salim, 2013).
	Di Indonesia sendiri, sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan diplomasi dan penanggulangan terorisme terdapat dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebagai badan nasional yang didirikan khusus untuk menanggulangi terorisme, lembaga ini memiliki tiga deputi. Salah satu dari ketiga deputi tersebut berfungsi untuk membangun kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme, yaitu Deputi III Bidang Kerja sama Internasional. Sumber daya manusia yang berada dalam deputi tersebut tentunya harus memiliki baik pengetahuan mengenai Hubungan Internasional maupun kemampuan dalam berdiplomasi yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Kedua hal tersebut diharapkan akan dapat merumuskan suatu kerja sama internasional yang tepat sasaran dalam rangka penanggulangan terorisme di Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
	Kepala BNPT sendiri mengemukakan bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan bagi lembaga tersebut untuk menjalankan fungsinya. Sejak berdiri pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, personil yang dibutuhkan oleh BNPT baru tersedia sebanyak 30 persen. Kepala BNPT, Saud Usman, mengatakan bahwa BNPT dalam menjalankan fungsinya menemui beberapa hambatan, salah satunya terkait dengan sumber daya manusia. Dia mengatakan permasalahan tersebut terkait degan jumlah personil yang terbatas. Pegawai yang berada pada jajaran pelaksana yang masih terisi 51 orang dari 148 jumlah yang diperlukan. Dia juga menambahkan bahwa BNPT akan mengadakan pemenuhan sumber daya manusia untuk mendukung Pengendalian Krisis Penanggulangan Teror pada tahun 2016 (BNPT Temui Hambatan..., 2015).
	Kuantitas sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, memang dapat menghambat organisasi tersebut menjalankan fungsinya. Begitu juga dengan BNPT sebagai sebuah organisasi yang memiliki keterbatasan personil, akan menemui hambatan dalam menjalankan fungsinya. Akan tetapi tidak setiap permasalahan kapabilitas suatu organisasi identik dengan kuantitas sumber daya manusia karena kualitasnya juga dapat mempengaruhi kapabilitas. Terkait dengan keterbatasan kuantitas personil di BNPT, sudah seharusnya lembaga tersebut melakukan recruitment. Namun jika hal tersebut belum dapat dilaksanakan, peningkatan kualitas sumber daya manusianya juga dapat dilaksanakan. Meskipun dengan jumlah personil yang sedikit, jika sumber daya manusia tersebut memiliki kualitas yang baik maka kinerja yang maksimal akan dapat tercapai.
	Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Di Indonesia, pemerintah telah menyediakan fasilitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang difokuskan pada bidang pertahanan, yaitu Universitas Pertahanan Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut terdiri dari beberapa program studi, salah satunya adalah Program Studi Diplomasi Pertahanan. Sarana pendidikan yang bebas biaya tersebut merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Deputi III BNPT yang berfungsi menangani kerja sama internasional.
	BNPT sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis dalam menanggulangi terorisme dapat menerapkan strategi Diplomasi Pertahanan terutama karena terdapatnya Deputi III Bidang Kerja sama Internasional dalam struktur organisasinya. Namun karena istilah Diplomasi Pertahanan baru dikenal beberapa tahun terakhir khususnya di Indonesia, peneliti ingin meneliti peran strategis diplomasi dalam menanggulangi terorisme. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Deputi III Bidang Kerja sama Internasional melalui pendidikan dan pelatihan.  Peneltian mengenai pendidikan dan pelatihan tersebut kemudian akan dilihat seberapa banyak materi yang berkaitan dengan strategi Diplomasi Pertahanan dalam menanggulangi terorisme.
	Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia di Deputi III BNPT dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Peneliti mengkaji lebih jauh bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan dan pelatihan, terutama peningkatan kualitas pengetahuan pegawai yang berkaitan dengan strategi Diplomasi Pertahanan sebagai salah satu bentuk soft-power approach dalam menanggulangi terorisme. Penelitian ini perlu dilakukan karena penggunaan hard-power approach masih lebih menonjol dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Penelitian ini juga sesuai dengan posisi peneliti sebagai mahasiswa Program Studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

1.2	Rumusan Masalah
	Adapun permasalahan penelitian yang akan diteliti, yaitu bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam peningkatan kualitas sumber daya manusianya, khususnya sumber daya manusia di Deputi III Bidang Kerja sama Internasional dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Rumusan penelitian dalam penelitian ini dapat ditetapkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
	“Bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia di Deputi III Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dari tahun 2010 sampai dengan 2014?”

1.3	Tujuan Penelitian
	Menurut Moleong (2013), tujuan penelitian berarti suatu upaya dalam memecahkan permasalahan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:
	“memahami dan menganalisis peningkatan kualitas sumber daya manusia di Deputi III Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dari tahun 2010 sampai dengan 2014.”

1.4	Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
	Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu:
1. dapat memberikan sumbangan akademik bagi Ilmu Pertahanan, khususnya studi Diplomasi Pertahanan. Melalui penelitian ini, akan didapat bahwa implementasi Diplomasi Pertahanan sebagai suatu strategi dalam menanggulangi ancaman terorisme; dan

1.4.2 Manfaat Praktis
	Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:
1. memberikan sumbangan pemikiran, khususnya pada BNPT dalam perumusan kebijakan dan keputusan untuk menanggulangi ancaman terorisme.

1.5	Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian
1.5.1		Ruang Lingkup Penelitian
[bookmark: _GoBack]	Ruang lingkup penelitian merupakan fokus penelitian dan batasan penelitian. Ruang lingkup penelitian diperlukan agar pengumpulan data sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Dengan penentuan ruang lingkup penelitian, proses pengumpulan data menjadi terarah dan tidak melebar. Penentuan ruang lingkup penelitian membantu peneliti untuk mengetahui data yang perlu dikumpulkan dan data yang hanya perlu dijadikan catatan untuk penelitian lanjutan (Suyanto & Sutinah, 2010).  Peneliti membatasi lingkup penelitian berdasarkan rentang waktu dan organisasi di BNPT dalam hal ini peningkatan sumber daya manusia di Deputi III Bidang Kerja sama Internasional dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

1.5.2		Gambaran Desain Penelitian
	Penelitian dilaksanakan berdasarkan desain penelitian seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Penjelasan yang lebih rinci mengenai desain penelitian, dapat dilihat pada Bab 3.
Analisis Kualitatif
Wawancara dan 
Kajian Literatur

Gambar 1.1 Gambaran Desain Penelitian
Sumber: Diolah oleh peneliti


1.5.3 Sistematika Penulisan
Bab 1  Pendahuluan.
Berisi penggambaran mengenai latar belakang, fokus masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. 

Bab 2	Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran
Berisi penggambaran mengenai teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Diplomasi, konsep Diplomasi Pertahanan, dan penelitian terdahulu.

Bab 3	Metode Penelitian
Berisi penggambaran mengenai  jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat/lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengujian keabsahan data.

Bab 4	Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berisi penggambaran mengenai hasil penelitian yang di dalamnya membahas tentang gambaran umum subjek penelitian, analisis data, dan jawaban dari permasalahan penelitian, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia di Deputi III Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2010-2014.

Bab 5	Kesimpulan dan Saran
Berisi tentang kesimpulan jawaban dari pertanyaan penelitian dan saran yang dikemukakan berdasarkan pada hasil penelitian.


Mulai:
Menentukan Topik Penelitian


Mengidentifikasi Masalah


Menentukan Desain Penelitian


Melakukan Kajian Literatur Terkait Desain Penelitian dan Landasan Teori


Tahap Penentuan Fokus Penelitian


Tahap Penyusunan Proposal Tesis


Mengumpulkan Data


Menganalisis Data


Mengambil Kesimpulan


Tahap Penelitian
Lapangan dan
Penyusunan Tesis
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